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PENDAHULUAN 

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap sistem pelayanan publik, kebutuhan 
akan peningkatan dalam sistem tersebut semakin mendesak (Massey, 2019) Masyarakat memiliki harapan 
yang semakin tinggi terhadap layanan yang efisien, responsif, dan berkualitas dari sektor publik. Namun, 
untuk memenuhi tuntutan ini, sistem pelayanan publik perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar dapat 
memberikan kepuasan yang maksimal kepada masyarakat. Dalam konteks ini, pemahaman tentang 
masalah yang dihadapi oleh sektor publik menjadi penting untuk mencari solusi yang tepat guna dan 
efektif. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor publik dan sistem publik seringkali menghadapi masalah 
dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Masalah-masalah ini bahkan terkadang diberi label "masalah 
jahat" (Geuijen et al., 2017) karena kompleksitas dan kesulitannya dalam penyelesaiannya Ketidakpastian 
ini dapat meliputi berbagai faktor, se  perti perubahan kebijakan, perubahan lingkungan, dan dinamika 

 
ABSTRACT 
 
This research aims to explain the importance of improving public service systems in 
line with the increasing demands of society. In this context, the public sector and 
public systems face complex challenges, especially in dealing with high levels of 
uncertainty often referred to as "wicked problems". To overcome these challenges, 
collaboration involving various perspectives is needed to find effective solutions. The 
research method used is qualitative research, which involves in-depth interviews 
with relevant stakeholders, participatory observation, and document analysis. This 
research provides an in-depth understanding of the complexity of the public service 
system and the importance of collaboration in facing the challenges. The results of 
this research can provide valuable insights for decision-makers in designing better 
strategies and policies in improving public services. 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya peningkatan sistem 
pelayanan publik seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat. Dalam konteks 
ini, sektor publik dan sistem publik menghadapi tantangan yang kompleks, terutama 
dalam menghadapi tingkat ketidakpastian yang tinggi yang sering disebut sebagai 
"masalah jahat". Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi yang 
melibatkan berbagai perspektif untuk menemukan solusi yang efektif. Metode 
penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang melibatkan wawancara 
mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, observasi partisipatif, dan analisis 
dokumen. Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang 
kompleksitas sistem pelayanan publik dan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi 
tantangan yang ada. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga 
bagi pengambil keputusan dalam merancang strategi dan kebijakan yang lebih baik 
dalam meningkatkan pelayanan publik. 
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sosial yang berubah dengan cepat. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang 
komprehensif yang mempertimbangkan berbagai perspektif untuk menemukan solusi yang efektif dan 
berkelanjutan. 

Salah satu elemen kunci dalam menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian dalam sistem 
pelayanan publik adalah kolaborasi. Kolaborasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk 
pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah, dalam merumuskan kebijakan dan 
melaksanakan tindakan yang mempengaruhi sistem pelayanan publik (Gyllenhammar et al., 2022; Nezami 
et al., 2023) Kolaborasi ini penting karena berbagai pihak memiliki pandangan, tujuan, dan pengetahuan 
yang berbeda. Dengan berbagi perspektif dan bekerja sama, pemangku kepentingan dapat 
menggabungkan keahlian dan sumber daya mereka untuk mencapai perubahan positif dalam sistem 
pelayanan publik.(Chrifou et al., 2023; Grubb & Vitus, 2022) 

Dalam upaya meningkatkan sistem pelayanan publik, kolaborasi tidak hanya membantu dalam 
menemukan solusi yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Melibatkan 
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif 
dalam penyusunan kebijakan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. 
Kolaborasi ini juga dapat menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama atas hasil pelayanan 
publik.(Nyström et al., 2018) 

TINJAUAN TEORITIS 

1. Masyarakat Sebagai Acuan Dalam Pelayanan Publik Pemerintah Kota Bandung 
Dalam permasalahan dalam pelayanan yang menjelaskan mengapa masyarakat merupakan acuan 

layanan pemerintah di Kota Bandung. Masyarakat adalah pemangku kepentingan utama dalam 
pemerintahan daerah. (Eriksson et al., 2020) Kebutuhan, harapan, dan kesejahteraan masyarakat harus 
menjadi fokus pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung bertanggung jawab untuk 
menyediakan layanan yang responsif, efektif, dan berkualitas tinggi kepada warganya.(Andrews et al., 
2011) 

Sebagai konsumen utama layanan pemerintah, masyarakat memainkan peran penting dalam 
mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan.(Lu et al., 2023)  Pemerintah Kota Bandung telah 
mengambil pendekatan partisipatif dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan, dengan 
melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat memastikan 
bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 
masyarakat.(Chrifou et al., 2023) 

Masyarakat, yang merupakan penerima utama layanan pemerintah, juga berfungsi sebagai 
pengawas dan pemantau kinerja pemerintah. Dalam masyarakat yang partisipatif, masyarakat secara aktif 
berpartisipasi dalam memberikan umpan balik, melaporkan masalah, dan menilai kualitas layanan yang 
mereka terima.(Li et al., 2022; McLaren et al., 2023) Hal ini membantu pemerintah Kota Bandung dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas. 

Untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat menjadi prioritas dalam pembangunan dan 
pelayanan publik, maka sangat penting untuk melihat masyarakat Kota Bandung sebagai penerima utama 
layanan pemerintah.(Crevani et al., 2021) Membangun pelayanan publik yang berkualitas dan responsif 
di Kota Bandung perlu melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, memberdayakan 
masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang aktif, dan memastikan akuntabilitas pemerintah kepada 
masyarakat.(Nonet et al., 2022) 

 
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan  Publik Pemenrintah Kota Bandung 

Tingkat pelayanan publik yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Bandung bergantung pada 
beberapa variabel. Pertama, faktor kunci dalam menentukan kualitas pelayanan adalah faktor sumber 
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daya.(Eriksson et al., 2023) Kapasitas pemerintah untuk memberikan layanan berkualitas tinggi secara 
langsung akan bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan terlatih, 
infrastruktur yang memadai, dan anggaran yang cukup. Agar dapat memberikan pelayanan secara efektif, 
Pemerintah Kota Bandung harus menjamin ketersediaan dan optimalisasi sumber daya 
tersebut.(Ahlström & Crevani, 2023) 

Masalah regulasi dan kebijakan juga berdampak pada standar pelayanan publik yang diberikan 
oleh Pemerintah Kota Bandung.(Strasser et al., 2022) Akses dan pemahaman masyarakat terhadap 
kebijakan akan dipermudah dengan kejelasan, transparansi, dan kesederhanaannya. Untuk mengontrol 
dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang handal dan berkualitas tinggi, diperlukan juga 
regulasi yang efektif dan memadai.(Boonstra, 2023) 

Keterlibatan dan partisipasi masyarakat adalah faktor ketiga. Masyarakat yang berperan aktif 
dalam proses pengembangan, penyelenggaraan, dan evaluasi pelayanan publik akan meningkatkan 
standar pelayanan tersebut.(Brorström & Styhre, 2023) Pemerintah Kota Bandung harus mendorong 
keterlibatan masyarakat, menciptakan forum untuk umpan balik dan saran, serta melibatkan masyarakat 
dalam menilai dan mengatur kualitas pelayanan. 

 

3. Pengaruh Masyarakat Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pemerintah Di Kota Bandung 
Sebagai pemangku kepentingan utama dalam pemerintah daerah, masyarakat harus berperan 

terlebih dahulu. Kebutuhan, harapan, dan aspirasi masyarakat harus dipahami oleh Pemerintah Kota 
Bandung, dan Pemerintah Kota Bandung harus bertindak sesuai dengan itu.(Ulibarri et al., 2023) 
Masyarakat berperan sebagai pengawas dan penilai kualitas layanan yang diberikan dalam situasi ini. 
Masyarakat dapat secara aktif berpartisipasi dan memberikan saran, kritik, dan evaluasi terhadap kualitas 
pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.(Gyllenhammar & Hammersberg, 2022)  Berdasarkan 
umpan balik dan harapan masyarakat, pengaruh ini memungkinkan Pemerintah Kota Bandung untuk 
meningkatkan dan memperbaiki kualitas layanan. 

Selain itu, masyarakat juga dapat mempengaruhi perubahan dengan meningkatkan pelayanan 
publik. Masyarakat dapat berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan dengan 
mendukung dan secara aktif mengambil bagian dalam program-program pemerintah.(Osborne, 2018; 
Stoecker & Falcón, 2022) Sebagai contoh, masyarakat dapat membantu menjaga kebersihan dan 
keindahan Kota Bandung dengan berpartisipasi dalam program kebersihan lingkungan. Masyarakat dapat 
membantu Pemerintah Kota Bandung dalam mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan 
pelayanan publik dengan berperan aktif dalam upaya-upaya tersebut.(Sentanu et al., 2023) 

Terakhir, masyarakat dapat berperan sebagai acuan dan penggerak untuk perbaikan pelayanan 
publik. Masyarakat dapat meminta dan menuntut pelayanan yang berkualitas dengan meningkatkan 
literasi dan pemahaman mereka tentang hak-hak mereka sebagai konsumen layanan publik.(Garney et 
al., 2022; Tuharno et al., 2019) Untuk memperjuangkan pelayanan publik yang lebih baik, kelompok 
advokasi atau organisasi masyarakat dapat dibentuk. Masyarakat dapat memberikan dampak terhadap 
kebijakan, program, dan alokasi sumber daya pemerintah dengan bekerja sama untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan yang diberikan.(van Tulder & Keen, 2018) 

METODE PENELITIAN 

1. Survei  
Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, digunakan survei berbasis kuesioner yang 

dikelola sendiri. Kuesioner survei terdiri dari dua bagian utama, yaitu sebagai berikut. Bagian pertama 
mencakup pertanyaan tentang nama responden, jenis kelamin, pendidikan terakhir, usia, dan pekerjaan. 
(Hermanto & Miftahuddin, 2021) Bagian kedua dari kuesioner menanyakan pernyataan dalam skala 5 poin 
mulai dari 'sangat setuju' (1) hingga 'sangat tidak setuju' (5) berdasarkan Skala Likert yang digunakan 
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dalam survei untuk mengukur kepuasan pelanggan. Skala Likert terdiri dari beberapa item yang 
menanggapi pilihan 5 poin pada skala yang digunakan untuk menilai perilaku individu. Tanggapan Skala 
Likert meliputi sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Lima pertanyaan menilai 
kepuasan yang dirasakan, keamanan, efektivitas, kenyamanan, dan kecepatan. Kuesioner didistribusikan 
kepada masyarakat lokal di Kota Bandung sebagai variabel yang diteliti setelah draf pertama dirancang 
dengan menggunakan Google Form.(Abrahams et al., 2023; Morgan et al., 2023) 

Metode survei yang digunakan dalam penelitian ini sangat berguna dalam mengumpulkan data 
dari responden secara online. Survei dilakukan dengan menyebarkannya di media sosial untuk mencapai 
sampel yang representatif. Pengumpulan data dilakukan selama 3 minggu. Dengan menggunakan metode 
ini, akan didapatkan data yang akurat dan representatif yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian 
untuk mengukur kepuasan yang dirasakan, keamanan, efektivitas, kenyamanan, dan kecepatan pelayanan 
publik pemerintah Kota Bandung. Responden dalam penelitian ini berjumlah 75 orang. Komposisi 
Responden dapta dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Profil Responden 

Kategori  Detail Jumlah  Persentase 

Jenis Kelamin 
Pria  

45 59.2% 

  Wanita 30 40.8% 

Pendidikan terakhir 
Tidak Tamat SD 

1 1.3% 

  Derajat SMP 22 28.9% 

  Derajat SMA 2 2.6% 

  Sarjana 47 61.8% 

  Diploma 1 1.3% 

  Pasca Sarjana 1 1.3% 

  DIII 1 1.3% 

  SD 1 1.3% 

Usia < 18 Tahun 6 7.9% 

  18-20 Tahun  10 13.2% 

  21-30 Tahun 7 9.2% 

  31-40 Tahun 7 9.2% 

  >41 Tahun 46 60.5% 

Pekerjaan Tidak Bekerja 3 3.9% 

  Buruh 0 0% 

  Ibu Rumah Tangga 4 5.3% 

  Wirausaha 7 9.2% 

  PNS/TNI 14 18.4% 

  Swasta 10 13.2% 

  Guru/Dosen 6 7.9% 

  Pelajar/Mahasiswa 20 26.3% 

  BUMN 3 3.9% 

  Pensiun 3 3.9% 
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Tabel 1 menunjukan terdapat 75 orang responden dengan jumlah responden pria sebanyak 45 

orang (59.2%) dan jumlah responden berempuan sebanyak 30 orang (40.8%). Mayoritas Responden juga 
didominasi dengan kelompok Sarjana sebanyak 47 orang (61.8%) dan sebagian besar berusia lebih dari 41 
Tahun sebanyak 46 orang (60.5%) dan paling banyak berprofesi sebagai pelajar/mahasiswa sebanyak 20 
orang (26.3%).  

 
Tabel 2. List Pertanyaan 

 
Tabel 2 merupakan tabel yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk mengetahui 

kualitas pelayanan publik pemerintah Kota Bandung dalam hal kenyamanan, keamanan, kepuasan, dan 
loyalitas. Pertanyaan yang disajikan dalam tabel tersebut dirancang untuk menginvestigasi aspek-aspek 
penting dalam layanan publik pemerintah, seperti Kecukupan, Transparansi, Keandalan, Kenyamanan, 
Kecekatan. Melalui tabel ini, peneliti dapat mengindentifikasi masalah-masalah yang ada dalam pelayanan 
publik pemerintah Kota Bandung.  

Informasi yang dikumpulkan digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan dan mengatasi 
masalah yang ditemukan oleh para peneliti. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk memandu 
perbaikan dan peningkatan layanan di masa depan yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, 
keamanan, kepuasan, dan loyalitas pengguna layanan publik pemerintah. Dengan demikian, dapat 
menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kota Bandung. Metode penelitian ini 
memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah untuk mengambil keputusan dalam meningkatkan 
kualitas pelayanan publik mereka. 

 
2. Rasch Model 

Model Rasch merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk mengukur 
karakteristik sifat dari instrumen penilaian atau skala pengukuran. Dengan menggunakan model ini, akan 
didapatkan informasi mengenai karakteristik responden atau objek yang sedang diukur. Model Rasch 
digunakan dalam banyak bidang, termasuk dalam mengukur Evaluasi Kepuasan Pelanggan, Penilaian 
Keterampilan dan Kompetensi, Peringkat Kinerja Organisasi, dan Pengembangan Indeks Kualitas.  

Pemodelan Rasch adalah perangkat analisis yang memungkinkan pengujian validitas dan 
reliabilitas perangkat studi, serta memeriksa kesesuaian individu dan objek. mempelajari pemeriksaan 
validitas perangkat pada penelitian ini menggunakan Pemodelan Rasch, yang dilihat adalah nilai 
pendekatan umum kuadrat hasil akhir (MNSQ) 0,5 < MNSQ < 1,5, harga pemeriksaan Z biasa -2,0 < ZSTD 
< +2,0, korelasi tingkat titik (Pt menyiratkan Corr) 0.4 < Pt, menyiratkan Corr < 0.85.11 [8]. tingkat validitas 
dari reaksi terhadap suatu item yang didasarkan sepenuhnya pada objek, jika item alat yang memuaskan 
penyedia memenuhi setidaknya satu dari standar di atas, maka layak untuk menggunakan item instrumen 
tersebut. realisasi dari uji validitas adalah bahwa karena semua alat ukuran kelas satu penyedia memenuhi 
kriteria kecocokan statistik, maka alat tersebut dapat digunakan dalam penelitian. Data yang telah 

Pertanyaan Kode  Construct 

Memberikan pelayanan publik yang memadai NO1 sufficient 

Terbuka dan transparan dalam memberikan informasi  NO2 Transparancy 

Efektif melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan NO3 Reliability 

Akses yang mudah dan nyaman bagi masyarakat NO4 Convenience 

memberikan respon yang cepat dan tepat  NO5 Quick 
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dikumpulkan ditabulasikan menggunakan perangkat lunak Microsft Excel dan dianalisis dengan 
pemodelan Rasch menggunakan program perangkat lunak Winsteps model 3.73.  

Data yang dianalisis dalam penelitian ini berasal dari survei lapangan yang dilakukan selama tiga 
minggu dari tanggal 29 Mei 2023 hingga 18 Juni 2023. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari 
masyarakat di Kota Bandung.  Survei dilaksanakan secara acak dengan cara mendekati masyarakat, 
kemudian memberikan penjelasan yang jelas tentang penelitian yang sedang dilakukan. Setelah 
responden setuju untuk berpartisipasi, masyarakat akan menjawab pertanyaan dengan menggunakan 
kuesioner survei. Pengambilan data dibuka selama 24 jam. Selain itu, survei juga disebar dengan 
memanfaatkan sosial media seperti Twitter dan Instagram. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Summary STATISTICS 
 

Gambar 1. Item Reliability 

 
 

Gambar 2. Person Reliability 

 
Uji reliabilitas terhadap item alat ukur kualitas layanan menunjukkan bahwa alat ukur tersebut 

memiliki nilai reliabilitas sebesar 0,93 yang berada pada kategori baik, yang berarti memiliki tingkat 
keakuratan yang tinggi dalam mengukur kualitas layanan. Nilai reliabilitas uji personal juga tinggi yaitu 
sebesar 0.95, dan nilai cronbach's alpha (KR-20) sebesar 0.90 yang menunjukkan bahwa alat tersebut 
dapat mengukur kepuasan responden dengan akurat dan baik.  

Hasil pengujian menunjukkan bahwa data riil yang diperoleh dari pengujian alat penelitian sesuai 
dengan persyaratan pemodelan Rash dapat digunakan. Hal ini mengindikasikan bahwa data tersebut valid 
dan reliabel untuk mengukur penelitian.  
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Nilai item separation sebesar 7 menunjukkan bahwa item-item pada alat tersebut terbagi menjadi 
tujuh kelompok tingkat kesulitan yang berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa data tersebut memiliki 
tingkat ketelitian yang tinggi dalam mengukur kualitas layanan. Di sisi lain, nilai person separation sebesar 
4 mengindikasikan bahwa alat survei tersebut memiliki tingkat kepuasan responden yang terbagi dalam 
empat kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian ini cukup baik dalam memisahkan 
responden dengan tingkat kepuasan yang berbeda. 

 
2. Rating Scale 

Gambar 3. Rating Scale 
 

 
 
Data rating scale ini merupakan hasil pengukuran terhadap beberapa variabel yaitu Kecukupan, 

Transparansi, Keandalan, Kenyamanan, Kecekatan pada kualitas pelayanan publik pemerintah Kota 
Bandung. Terdapat 5 kategori skor pada rating scale ini yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. 

 
1. Kategori skor: 1 

• Observed Average: -6.73 

• Andrich Threshold: None 
Observed Average merupakan nilai rata-rata dari seluruh nilai yang diberikan oleh responden 

pada masing-masing kategori skor. Dalam hal ini, nilai rata-rata adalah -6.73. nilai rata-rata -6.73 pada 
kategori skor 1 menunjukkan bahwa responden secara umum cenderung memberikan nilai yang lebih 
rendah pada item yang diukur dengan kategori skor 1 Andrich Threshold merupakan parameter dalam 
rating scale Rash model yang menunjukkan sensitivitas responden dalam memberikan penilaian. Namun, 
pada hasil interpretasi data ini, tidak ditemukan adanya nilai Andrich Threshold. Hal ini mungkin 
disebabkan oleh ukuran sampel yang tidak memenuhi syarat sebagai populasi dalam perhitungan Andrich 
Threshold. 

 
2. Kategori skor: 2 

• Observed Average: -2.89 

• Andrich Threshold: -7.89 
Pada kategori skor 2, observed average yang diperoleh adalah -2.89. Nilai andrich threshold pada kategori 
ini adalah -7.89. Pada kategori skor 1, observed average yang diperoleh adalah -2.89 dan nilai Andrich 
threshold yang diperoleh adalah -7.89. Berdasarkan nilai observed average yang diperoleh, dapat 
diketahui bahwa responden secara umum memberikan nilai yang rendah pada item dengan kategori skor 
2. Andrich threshold merupakan batas terendah variabel yang dapat diukur oleh rating scale, sehingga 
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nilai andrich threshold yang rendah menunjukkan bahwa kategori skor ini lebih sulit diukur dibandingkan 
dengan kategori skor lainnya. 
 

3. Kategori skor: 3 

• Observed Average: .64 

• Andrich Threshold: -.66 

Pada kategori skor 3, observed average yang diperoleh adalah .64. Sedangkan nilai andrich 

threshold pada kategori ini adalah -.66. Pada kategori skor 3, observed average yang diperoleh adalah .64, 

yang menunjukkan bahwa secara umum responden memberikan nilai yang rendah pada item dengan 

kategori skor 3. Selain itu, nilai Andrich threshold yang diperoleh pada kategori skor 3 adalah -.66. Nilai 

Andrich threshold pada kategori skor 3 menunjukkan tingkat kesulitan item yang paling tinggi pada skala 

tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa responden dengan kemampuan terendah diperkirakan tidak dapat 

memilih jawaban dengan benar pada kategori skor 3. Oleh karena itu, kategori skor 3 dapat dianggap 

sebagai indikator kemampuan yang cukup rendah. 

 

4. Kategori skor: 4 

• Observed Average: 2.73 

• Andrich Threshold: 2.25 

Pada kategori skor 4, observed average yang diperoleh adalah 2.73. Nilai andrich threshold pada 

kategori ini adalah 2.25. kategori skor 4, observed average yang diperoleh adalah 2.73, yang menunjukkan 

bahwa secara umum responden memberikan nilai yang cukup tinggi pada item dengan kategori skor 4. 

Hal ini menunjukkan bahwa kategori skor ini cukup mudah diukur dibandingkan dengan kategori skor 

lainnya. 

 

5. Kategori skor: 5 

• Observed Average: 5.03 

• Andrich Threshold: 6.29 

Pada kategori skor 5, observed average yang diperoleh adalah 5.03. Nilai andrich threshold pada 

kategori ini adalah 6.29. kategori skor 5, observed average yang diperoleh adalah 5.03, yang menunjukkan 

bahwa secara umum responden memberikan nilai yang paling tinggi pada item dengan kategori skor 5. 

Hal ini menunjukkan bahwa kategori skor ini lebih mudah diukur dibandingkan dengan kategori skor 

lainnya. 

Berdasarkan hasil rating scale ini, dapat disimpulkan bahwa responden cenderung memberikan nilai 

yang tinggi pada kategori skor 4, dan 5, yang menunjukkan bahwa mayoritas merasa kurang puas dengan 

Kecukupan, Transparansi, Keandalan, Kenyamanan, Kecekatan pada kualitas pelayanan publik pemerintah 

Kota Bandung. Selain itu, nilai Andrich threshold pada setiap kategori skor dapat memberikan informasi 

tentang tingkat kesulitan item pada skala tersebut. 
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3. Item Measure 

 
Gambar 4. Item Measure 

 

 
Dari data tersebut, tampak bahwa item diukur menggunakan angka-angka sebagai respon 

kuesioner. Terdapat beberapa hal penting yang dapat diambil dari tabel tersebut. Item NO1 memiliki skor 

tertinggi dengan measure 1.39. Semakin tinggi measure, semakin tinggi tingkat kemampuan responden 

dalam hal tersebut.  Item NO5  memiliki skor terendah dengan measure -.79. Semakin rendah measure, 

semakin rendah tingkat kemampuan responden dalam hal tersebut. Perlu dicatat bahwa standar error 

yang rendah pada semua item menunjukkan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

diandalkan dan dapat mewakili populasi masyarakat  

Pada item NO3, terdapat tingkat kesulitan measure sebesar -.25, yang menunjukkan bahwa item 

ini tidaklah terlalu sulit atau mudah untuk dijawab oleh responden. Dari hasil penelitian, berdasarkan item 

measure variabel yang memiliki score paling rendah di dominasi oleh variabel  Quick (kecekatan) 

pelayanan publik pemerintah Kota Bandung. Sedangkan variabel paling tinggi didominasi oleh variabel 

Sufficient (memadai), yang dapat diartikan bahwa tingkat kecepatan pelayanan publik pemerintah Kota 

Bandung perlu ditingkatkan kembali, dan tingkat memadai  pelayanan publik perlu dipertahankan. Perlu 

dicatat juga, bahwa variabel paling rendah berdasarkan item measure adalah variabel Transparancy 

(transparansi) pada item NO2 , yang dapat diketahui bahwa pelayanan publik di Kota Bandung belum 

transparansi dan masih bersifat sembunyi-sembunyi. 
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4. Person Measure 
 

Gambar 5. Person Measure 

 
 

Berdasarkan data person measure yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa nilai measure 

tertinggi diraih responen 26W153 dengan nilai measure sebesar 9.35, mengindikasikan bahwa responden 

tersebut setuju bahwa pelayanan publik pemerintah membuatnya merasa nyaman, memiliki kepercayaan 

pada keandalan sistem pelayanan publik pemerintah tersebut. 

Tes yang digunakan pada individu tersebut memiliki validitas dan dapat diandalkan untuk 

mengukur kemampuan atau pengetahuan yang diinginkan. Hal ini didukung dengan rentang skor person 

measure yang luas dan Exact Match yang tinggi yang menunjukkan bahwa tes tersebut mampu untuk 

membedakan antara individu yang memiliki kemampuan tinggi maupun rendah dalam menjawab tes. 

Selain itu, nilai Infit dan Outfit butir tes yang sebagian besar berada dalam rentang 0.5-1.5 menunjukkan 

bahwa tes tersebut cocok dengan model Rasch dan butir tes yang baik. 

Nilai Infit dan Outfit yang menunjukkan tingkat kesesuaian antara data dengan model Rasch yang 

digunakan dalam tes. Butir yang menunjukkan Outfit yang berada di rentang 0.5 hingga 1.5 diduga sesuai 

dengan model Rasch. Kolom Exact Match juga memberikan catatan penting dalam validitas data, dimana 

nilai persentase yang lebih tinggi menunjukkan bahwa responden mampu menjawab tes dengan lebih 

baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa data yang digunakan pada tes ini mampu memberikan 

informasi yang cukup valid dan akurat. Dalam hal person measure, data menunjukkan bahwa beberapa 

responden memiliki kemampuan rendah dalam menjawab tes karena memiliki skor yang di bawah 1.41, 

sedangkan beberapa responden lainnya memiliki kemampuan yang lebih baik karena memiliki skor lebih 

dari 2.71. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam tes ini mampu memisahkan responden 

berdasarkan kemampuan mereka dalam menjawab pertanyaan. 
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5. Unindimentionality 
 

Gambar 6. Unindimentionality 
 

 
 
 Dalam penelitian ini, raw expericence explained by measure adalah sebesar 127.9%, ini 
menunjukkan  bahwa kebutuhan unidimensionalitas minimum adalah 32.6%, dan kriteria tersebut telah 
terpenuhi, bahkan lebih dari 40%. yang berarti semakin baik dimensi varians. Instrumen pengukuran 
memiliki kemampuan yang baik dalam menggambarkan sejauh mana variabel penelitian yang dipakai 
mencapai tujuan yang ditetapkan. Ini mengindikasikan bahwa variabel  Sufficient, Transparancy, 
Reliability, Convenience, Quick berhasil dalam mengukur hubungan terhadap kualitas pelayanan publik 
pemerintah Kota Bandung.  

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa bahwa mayoritas merasa kurang puas 
dengan kecukupan, transparansi, keandalan, kenyamanan, dan kecekatan layanan publik pemerintah 
Kota Bandung.  Namun, perlu diperhatikan bahwa tingkat kecepatan atau quick  pelayanan publik 
pemerintah memiliki skor terendah yang artinya bahwa masih ada kekurangan dalam pelayanan publik 
tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi kenyamanan masyarakat ketika menggunakan pelayanan publik 
pemerintah. Selain itu, variabel transparancy (transparansi) juga masih berada di bawah rata-rata,  Dari 
beberapa kekurangan yang ada, variabel sufficient (memadai) dan variabel convinience (kenyamanan) 
terpantau cukup baik, banyak responden yang menanggapi bahwa pelayanan publik pemerintah Kota 
Bandung sudah memenuhi kriteria-kriteria  yang dituju. 

Hal ini menunjukkan terdapat antusiasme pada masyarakat Kota Bandung untuk mendapatkan 
layanan publik yang mudah dijangkau dan dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Pemerintah 
dalam menanggapi hal ini mengevaluasi kembaki dan melakukan pengkoreksian  yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat Kota Bandung. 

Perlu dicatat bahwa perbaikan dan peningkatan pada sistem kecepatan dan transparansi dapat 
meningkatkan kenyamanan pengguna dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Pemerintah 
memfokus untuk memperbaiki variabel yang memiliki skor terendah dalam penelitian ini, sehingga dapat 
meningkatkan kualitas layanan dan mengurangi kekurangan sehingga masyarakat merasa lebih nyaman 
dan kepercayaan mereka bisa terjaga. Dengan kepercayaan masyarakat yang terjaga, diharapkan semakin 
banyak masyarakat yang percaya dengan pelayanan publik pemerintah di Kota Bandung, demi mencapai 
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tujuan jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Bandung akibat kekurangan 
dalam kualitasnya. 
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